
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah {Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 42}; 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

a. bahwa Perusahaan Umum Daerah sebagai unit ekonomi 
yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian 
nasional didirikan untuk memberikan manfaat bagi 
perke.mbangan perekonomian serta mewujudkan 
kesejah teraan sosial di Daerah; 

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan barang dan/atau 
jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan 
perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Umum 
Daerah Purwa Aksara di Ka.bupaten Grobogan; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 
Tahun 2017 ten tang Perusahaan Umum Daerah Purwa 
Aksara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan 
perkembangan regulasi, sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah 
Purwa Aksara; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWAAKSARA 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JA WA TENG AH 

SALINAN ] 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerin tahan oleh pernerin tab Daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik 
lndonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pernerintahan Daerah yang mermmpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Dacrah otonom. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

6. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang 
selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMD yang 
seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi 
atas saham. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
Daerah. 

8. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan 
Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan 
penyertaan modal Daerah pada Perusahaan. 

9. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam 
rangka penyehatan Perusahaan sebagai salah satu 
langkah strategis untuk mernperbaiki kondisi internal 

Pasal 1 

BABI 
KE1'ENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAN UMUM 
DAERAH PURW A AKSARA. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

Dan 
BUPATI GROBOGAN 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
.Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun. 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 
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(1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum 
Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabu paten Daerah 
Tingkat II Grobogan yang didirikan berdasarkan Peraturan 
Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang 
Perusahaan Daerah Purwa Aksara Ka bupaten Daerah 
Tingkat II Grobogan berubah menjacli Perusahaan Umum 
Daerah Purwa Aksara. 

Pasal 3 

BAB III 
NAMA, KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU PENDIRIAN DAN 

UNITUSAHA 

( 1) Maksud pendirian Perusahaan diprioritaskan dalam 
rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 
penyediaan barang dan/ a tau jasa yang bermutu bagi 
pemenuhan hajat hidup rnasyarakat sesuai kondisi, 
karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan 
berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 

(2) Pendirian Perusahaan bertujuan untuk: 
a. rnemberikan rnanfaat bagi perkembangan 

perekonomian Daerah; 
b. meningkatkan sumber pendapatan Daerah; dan 
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan atau 
meningkatkan nilai Perusahaan. 

10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem 
pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan 
perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi 
yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan 
antar pemangku kepentingan. 

11. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam 
Kepe:milikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada 
Perusahaan Urnum Daerah yang seJanjutnya disingkat 
KPM adalah organ Perusahaan yang memegang 
kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang 
segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi 
atau Dewan Pengawas. 

12. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bcrtugas 
melakukan pengawasan dan mernberikan nasihat kepada 
Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan 
Perusahaan. 

13. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab 
atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan 
tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di 
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar. 

14. Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan. 
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(1) Sumber modal Perusahaan terdiri atas: 
a. penyertaan modal Daerah; 
b. pinjaman; 
c. hibah; dan 
d. sumber modal lainnya. 

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruf a dapat bersumber dari: 
a. APBD; dan/atau 
b. konversi dari pinjarnan. 

Pasal 5 

BABlV 
MODAL 

( 1) Perusahaan bergerak di bidang usaha: 
a. jasa; 
b. perdagangan; 
c. industri; 
d. hul u minyak dan hilir gas bumi; dan 
e. bidang usaha lainnya. 

(2) Bidang usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a antara lain berupa unit pemeliharaan dan 
perbaikan kendaraan bermotor. 

(3) Bidang usaha perdagangan scbagaimana cLimaksud pada 
ayat (1) huruf b berupa unit perdagangan urnum. 

(4) Bidang usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c berupa unit percetakan. 

(5) Bidang usaha hulu minyak clan hilir gas bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain 
berupa pengelolaan minyak sumur tua dan participating 
interest. 

(6) Bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e dapat didirikan unit sesuai dengan kebutuhan, 
setelah mendapat persetujuan KPM. 

Pasal 4 

(2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan, 
usaha, kepegawaian clan perizinan Perusahaan Daerah 
Purwa Aksara beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, 
usaba, kepegawaian dan perizinan Perusahaan. 

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 
nama Purwa Aksara. 

(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tempat kedudukan di Purwodadi. 

(5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 

(6) Logo dan stempel Perusahaan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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(2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. KPM; 
b. Dewan Pengawas; dan 
c. Direksi. 

organ oleh dilakukan ( 1) Pengurusan Perusahaan 
Perusahaan. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABV 
ORGAN PERUSAHAAN 

Kas Perusahaan diternpatkan pada Bank milik Daerah. 

Pasal 8 

(1) Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

(2) Modal disetor Perusahaan sampai dengan tahun 2023 
sebesar Rp8.206.668.000,00 (delapan miliar dua ratus 
enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah). 

(3) Penambahan atau pengurangan modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan kernampuan 
keuangan Daerah. 

Pasal 7 

Modal Perusahaan yang bersumber dari penyertaan modal 
Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas 
kerugian Perusahaan. 

Pasal 6 

(3) Pinjarnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat bersurnber dari: 
a. Daerah; 
b. BUMD lainnya; dan/atau 
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(4) Hibah sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf c dapat 

bersumber dari: 
a. pernerintah pusat; 
b. Daerah; 
c. BUMD lainnya; dan/ atau 
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d meliputi: 
a. kapi talisasi cadangan; dan 
b. keuntungan revaluasi aset. 
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( 1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus 
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib 
menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat 
sebagai anggota Dewan Pengawas. 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya 
dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk 
pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali 
anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu 
melaksanakan tugas dengan baik selama masa 
jabatannya. 

Pasal 13 

( 1) Proses pernilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan 
melalui seleksi. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­ 
kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan 
yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. 

(3) Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. 

Pasal 11 

Paragraf 2 
Pengangkatan 

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur 
independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Unsur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
rnerupakan pejabat Pernerintah Daerah yang tidak 
bertugas melaksanakan pelayanan publik. 

Pasal 10 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedua 
Dewan Pengawas 

(3) Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan dalam 1 
(satu} Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga 
sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke 
bawah, atau ke sam ping, termasuk hubungan yang timbul 
karena perkawinan. 
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(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 
(dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/alau anggota 
komisaris. 

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan 
sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan 
Pengawas. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) 
hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku 
jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau 
anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai 
anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir. 

Pasal 15 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang 
bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. merniliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang 
tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan pernerintahan Daerah; 
d. rnemahami manajernen perusahaan yang berkaitan 

dengan salah satu fungsi manajernen; 
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya; 
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); 
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat 

mendaftar pertama kali; 
h. tidak pernah dinyatakan pailit; 
1. tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, 

atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 

J. tidak scdang mcnjalani sanksi pidana; dan 
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala 

daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon 
anggota legislatif. 

Pasal 14 

Paragraf 3 
Persyaratan dan Larangan 

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kernbali, 
anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak 
kinerja. 

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali 
sebagai anggota Dewan Pengawas. 
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( 1) Dewan Pengawas bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan; dan 
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi 

dalam menjalankan pengurusan Perusahaan. 
(2) Dewan Pengawas wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan 

Pasal 19 

Paragraf 5 
Tugas dan Wewenang 

Anggota Dewan Pengawas c:liangkat untuk masa jabatan paling 
lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan. 

Pasal 18 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Jurnlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sarna 

dengan jumlah Direksi. 
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 

(satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan 
Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. 

(4) Penen tuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( J) dan ayat (2) dilakukan 
berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, 
pengawasan, dan pernbiayaan bagi kepentingan 
Perusahaan. 

Pasal 17 

Paragraf 4 
Jumlah Anggota dan Masa Jabatan 

(1) Anggota Dewan Pe.ngawas dilarang memangku jabatan 
rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik 

negara, clan/ atau bad an usaha milik swasta; 
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/ a tau 
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan. 
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan 
sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan 
Pengawas. 

(3) Dalarn hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) 
hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku 
jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan 
yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas 
dinyatakan berakhir. 

Pasal 16 
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(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh 
KPM. 

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: 
a. honorarium; 
b. tunjangan; 
c. Iasilitas; dan/atau 
d. tantiern atau insentif kinerja, 

(3) Penelapan penghasilan anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 

Paragraf 6 
Penghasilan 

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris 
yang dibiayai oleh Perusahaan. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan 
Pengawas. 

Pasal 22 

( 1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan 
Pengawas. 

(2) Dalam keadaan tertentu, kcputusan Dewan Pengawas 
dapat pula diarnbil di luar rapat Dewan Pengawas 
sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju 
tentang cara dan materi yang diputuskan. 

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalab rapat 
yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, 
termasuk apabila terdapat pemyataan ketidaksetujuan 
anggota Dewan Pengawas. 

Pasal 21 

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 21, rnempunyai wewenang: 
a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan; 
b. menilai laporan tahunan yang disampai.kan oleh Direksi 

untuk mendapatkan pengesahan KPM; 
c. mcminta keterangan Direksi mengena.i pengelolaan dan 

pengembangan Perusahaan; dan 
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi 

kepada KPM. 

Pasal 20 

b. membuat dan mernelihara risalah rapat. 
(3) Ketentuan mengenai pcnga wasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir 
karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian 
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(2) Pernberhentian anggota Dewan Pengawas sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan 
data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, 
anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, negara, 
dan/ atau Daerah; 

d. dinyatakan bersalah dcngan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekualan hulrum tetap; 

e. mengundurkan diri; 

Pasal 26 

(1) Dalam bal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir 
karena masa jabatannya berak.hir sebagai.mana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib 
rnenyampaikan laporan pengawasan rugas akhir rnasa 
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir 
masa jabatannya. 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas 
pengawasan yang bclum dilaporkan paling lambat 1 (satu) 
bulan setelah berakhir rnasa jabatannya. 

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 
pertirnbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau 
memberhentikan anggota Dewan Pengawas. 

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota 
Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya 
dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu 
atau audit tabunan dari kantor ak.untan publik kepada 
KPM. 

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota 
Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan 
Perusahaan dilaksanakan oleh KPM. 

Pasal 25 

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. masajabatannya berakhir; dan/atau 
c. diberhentikan sewak:tu-waktu. 

Pasal 24 

Paragraf 7 
Pemberhentian 
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(1) Proses pernilihan anggota Direksi dilakukan rnelalui 
seleksi. 

Pasal 31 

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM. 
(2) Jumlah anggota Direksi sebagairnana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit 1 [satu] orang dan paling banyak 5 {lima) 
orang. 

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
berdasarkan asas efisiensi dan efektivi tas pengurusan 
Perusahaan. 

(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi 
sebagaimana di.maksud pada ayat (2). 

Pasal 30 

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 
(li.ma) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan kecuali: 
a. ditentukan lain scsuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 
b. daJam hal anggota Direksi m.emiliki keahlian khusus 

dan/ a tau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk 
masa jabatan yang ketiga. 

Pasal 29 

Paragraf 2 
Pengangkatan dan Persyaratan 

(1) Direksi rnelakukan pengurusan terhadap Perusahaan. 
(2) Direksi pada Perusahaan cliangkat oleh KPM. 

Pasal 28 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketiga 
Direksi 

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM. 

Pasal 27 

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai 
dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan; 
dan/atau 

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya peru bahan 
kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, 
Iikuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan. 
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Untuk dapat diangkat sebagai anggota Di.reksi, yang 
bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. rnemiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang 
tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
perusahaan; 

c. mernaharni penyelenggaraan pemerin tahan Dae rah; 
d. mernaharni manajernen perusahaan; 
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha 

perusahaan; 
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); 
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang 

manajerial perusahaan berbadan hukurn dan pernah 
memimpin tirn; 

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tabun dan 
paling tinggi 55 (lima puluh lima} tahun pada saat 
mendaftar pertama kali; 

1. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, 
atau Kornisaris yang clinyatakan bersaJah menyebabkan 
badan usaha yang di pimpin dinyatakan pailit; 

J. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana 
yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala 

daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau cal on 
anggota legislatif. 

Pasal 33 

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 31 wajib 
menandatangan:i kontrak kinerja sebelurn diangkat 
sebagai anggota Di.reksi. 

(2) Ketenluan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud 
daJam Pasal 31 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali 
anggota Direksi yang dinilai marnpu melaksanakan tugas 
dengan baik selama masa jabatannya. 

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota 
Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. 

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali 
sebagai anggota Direksi. 

Pasal 32 

(2) Seleksi sebagaimana di.maksud pada ayat (1) sekurang­ 
kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan 
yang dilakukan oleh tim atau lernbaga profesional. 

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(1) Dalam hal jabalan anggota Direksi berakhir karena masa 
jabatannya berakhir sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
36 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan 
pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 
(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. 

Pasal 37 

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: 
a. rneninggal dunia, 
b. masa jabatannya berakhir; atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

Pasal36 

Paragraf 5 
Pcm berhen tian 

(1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah 
ditetapkan oleh KPM. 

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling banyak terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ atau 
d. tantiem atau insentif pekerjaan. 

(3) Penetapan penghasilan anggota Direksi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 35 

Paragraf 4 
Penghasilan 

(1) Dalarn hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota 
Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan 
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. 

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal 
Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi 
sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 
6 ( enam) bulan. 

(3) Dalarn hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota 
Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, 
pengurusan Pcrusahaan dilaksanakan oleh KPM. 

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan 
untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan 
Perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 
(enam) bulan. 

Pasal34 

Paragraf 3 
Penunjukan Pejabal Sementara 
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Direksi pada Perusabaan diberhentikan oleh KPM. 

Pasal 39 

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena 
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib 
disertai aJasan pemberhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud 
pada ayaL (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan 
informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota 
Direksi yang bersangkutan: 
a. tidak dapat rnelaksanakan tugas; 
b. tidak rnelaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, negara, 
dan/ atau Daerah; 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang 
telah rnernpunyai kekuatan hukum tetap; 

e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 

Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan/ atau 

g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan 
Pemerin tab Daerah dalam hal Restrukturisasi, 
likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan. 

Pasal 38 

(2) Anggota Direksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
wajib rnelaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan 
yang belum dilaporkan paling lambat 1 [satu] bulan 
setelah berakhir masa jabatannya. 

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dewan 
Pengawas wajib menyarnpaikan penilaian dan 
rekomcndasi atas kinerja Direksi kepada pemegang 
saham. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta 
penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk 
memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. 

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota 
Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan 
setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit 
tahunan dari kantor akuntan pub1ik dan disarnpaikan 
kepada KPM. 
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(1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun. 
(2) Pegawai yang berhenti karena rnencapai usia pensiun 

berhak atas pesangon yang besarnya ditetapkan oleh 
Direksi. 

Pasal 44 

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perusahaan 
rnelaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia. 

Pasal 43 

Perusahaan wajib mengikutsertakan pegawai Perusahaan pada 
program jarninan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan 
sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 42 

( 1) Pegawa:i Perusahaan memperoleh penghasilan yang adil 
dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung 
jawab, dan kinerja. 

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perusahaan 
sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan. 

(3) Penghasilan pegawai Pcrusahaan paling banyak terdiri 
atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ atau 
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai 
Perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 41 

(1) Pegawai Peru.sahaan merupakan pekerja Perusahaan yang 
pengangkatan, pernberhentian, kedudukan, hak, dan 
kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. 

(2) Ketentuan lebih Ianjut mengenai pengangkatan, 
pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai 
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalarn Peraturan Direksi. 

(3) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus mendapatkan persetujuan KPM sebelurn 
diberlakukan. 

Pasal40 

BABV1 
PEGAWAIPERUSAHAAN 
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(1) Direksi wajib rnenyiapkan rencana kerja dan anggaran 
yang merupakan penjabaran tahurian dari rencana bisnis. 

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) minimal mernuat rcncana rinci program kerja dan 
anggaran tahunan. 

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran 
kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan 
November untuk ditandatangani bersama. 

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani 
bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM 
untuk mendapatkan pengesahan. 

Pasal 47 

Bagian Kedua 
Rencana Kerja dan Anggaran 

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak 
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rencana bisnis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
paling sediki l mem uat: 
a. evaluasi basil rencana bisnis sebelumnya; 
b. kondisi Perusahaan saat ini; 
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana 

bisnis: dan 
d. penetapan visi, rnisi, sasaran, strategi, kebijakan, dan 

program kerja. 
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada 

Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama. 
(4) Rencana bisnis yang telah diLandatangani bersama Dewan 

Pengawas disampaikan kepada KPM untuk rnendapatkan 
pengesahan. 

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. 

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disa.mpaikan kepada Menteri. 

Pasal 46 

Bagian Kesatu 
Rencana Bisnis Perusahaan 

BAB VU 
PERENCANAANPERUSAHAAN 

Pegawai Perusahaan dilarang menjadi pengurus partai politik. 

PasaJ 45 
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(1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan 
triwulan dan laporan tahunan. 

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan 
operasional dan laporan keuangan yang disampaikan 
kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan 
laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi 
dan Dewan Pengawas. 

(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada 
KPM. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari kerja setelah diterima. 

(6) Direksi ·mempublikasikan laporan tahunan kepada 
masyarakat paling lam bat 15 [lima bclas) hari kerja setelah 
Japoran tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 
disahkan oleh KPM. 

Pasal 49 

Bagian Kedua 
Pelaporan Direksi 

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan 
dan laporan tahunan. 

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan 
pengawasan yang disam paikan kepada KPM. 

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah akhir triwulan berkenaan. 

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan paling larnbat 90 (sembilan puluh) hari kerja 
setelah tahun buku Perusahaan ditutup. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) 
disahkan oleh KPM. 

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak 
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis. 

(7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan 
tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan 
pcrundang-undangan. 

Pasal 48 

Bagian Kesatu 
Pelaporan Dewan Pengawas 

BAB VIII 
PELAPORAN 
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(1) Penggunaan laba Perusahaan digunaka.n untuk: 
a. pemenuhan dana cadangan; 
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kon tinuitas 

pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha 
perintisan Perusahaa.n yang bersangkutan; 

c. divid.en yang rnenjadi hak Daerah; 
d. tantiern untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; 
e. bonus untuk pegawai; dan/atau 
f. penggunaa.n laba lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 51 

Bagian Kesatu 
Penggunaan Laba Perusahaan 

BAB IX 
PENGGUNMN LABA 

( 1) Laporan rah unan bagi Perusahaa.n paling sedikit rnemuat: 
a. laporan keuangan; 
b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan; 
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkunga.n; 
d. rincian masala.h yang timbul selama ta.hun buku yang 

mernpengaruhi kegia.tan usa.ha. Perusahaan; 
e. lapora.n mengenai tugas pengawasa.n yang tela.h 

dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun 
buku yang baru lampau; 

f. nama a.nggota Direksi dan anggota Dewan Pengawa.s; 
dan 

g. penghasilan anggota. Direksi da.n anggota Dewan 
Pengawas untuk tahun yang ba.ru lampau. 

(2) Laporan keuanga.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a paling sedikit memuat: 
a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam 

perbandingan dengan tahun buku sebe1umnya; 
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan perubaha.n ekuitas; da.n 
e. ca ta tan atas laporan keuangan. 

Pasal 50 

Bagia.n Ketiga 
Laporan Tahunan Perusahaan 

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani 
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus disebutkan alasannya seca.ra tertulis. 

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada Menteri. 

(9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan 
Direksi dilaksanakan sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 
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Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku 
rnenunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat clitutup 
dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam 
pembukuan Perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba 
selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya 

Pasal 55 

(1) Tantiern untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus 
untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba 
bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. 

(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan 
kinerja Perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan 
sebagai biaya. 

Pasal 54 

Dividen Perusahaan yang menjadi hak Daerah merupakan 
penerimaan Daerah setelah clisahkan oleh KPM. 

Pasal 53 

(1) Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba 
bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. 

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan 
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
modal Perusahaan. 

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan 
mempunyai saldo laba yang positi f. 

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh 
persen) dari modal Perusahaan hanya dapat digunakan 
untuk menutup kerugian Perusahaan. 

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua 
puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan 
dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan 
Perusahaan. 

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana 
cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang 
baik dengan rnemperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan 
dirnasukkan dalam perhitungan laba rugi. 

Pasal 52 

(2) KPM mernprioritaskan penggunaaan laba Perusahaan 
untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas 
pelayanan urnum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan 
Perusahaan yang bersangkutan setelah dana cadangan 
diperruhi. 

(3) Besaran penggunaan laba Perusahaan ditetapkan setiap 
tahun oleh KPM. 

- 19 - 



(1) Perusahaan dapat menerima penugasan dari Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah 
Dae rah un tuk mendukung perekonomian Daerah dan 
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu 
dengan tetap mernperhatikan maksud dan tujuan 
Perusahaan. 

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perusahaan 
sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM. 

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat didukung dengan pendanaan. 

(4) Pendanaan sebagaimana climaksud pada ayat (3) dapat 
berupa: 
a. penyertaan modal Daerah; 
b. subsidi; 
c. pemberian pinjaman; dan/ atau 
d. hibah. 

Pasal 58 

BAB XI 
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN 

(1) Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan. 
(2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perusahaan dapat 

bermitra dengan: 
a. badan usaha milik negara a tau BUMD lain; dan/ atau 
b. badan usaha swasta yang berbadan hukurn Indonesia. 

(3) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan 
perubahan kepemilikan saham Perusahaan di anak 
perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM. 

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keterituan peraturan 
perundang-undangan. 

PasaJ 57 

BABX 
ANAK PERUSAHAAN 

(1) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba 
bersih. 

(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, 
usaha kecil, dan koperasi. 

Pasal 56 

Bagian Kedua 
Penggunaan Laba Perusahaan Untuk Tanggung Jawab Sosial 

tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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Perusabaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak 
lain. 
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
saling menguntungkan dan melindungi kepentingan 
Pemerin Lah Daerah, rnasyarakat luas, dan pihak yang 
bekerja sama. 

(1) 
(2) 

Pasal 61 

BAB XIII 
KERJA SAMA 

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung 
jawab menjalankan tugas untuk kepen tingan dan usaha 
Perusahaan. 

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap 
anggota Direksi yang karena kcsalahan atau kelalaiannya 
menimbulkan kerugian pada Perusahaan kecuali anggota 
Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang 
ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas 
umum Daerah. 

Pasal 60 

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik clan 
tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan 
Perusahaan. 

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab 
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah 
atau lalai menjalankan tugasnya. 

(3) KPM dapat rnengajukan gugatan ke pengadilan terhadap 
anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau 
kelalaiannya menirnbulkan kerugian pada Perusahaan 
kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkul:an 
mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan 
disetorkan ke rekening kas umum Daerah. 

Pasal 59 

BAB XII 
TANGGUNG JAW AB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI 

(5) Perusahaan yang rnelaksanakan penugasan harus secara 
tegas melakukan pemisahan pernbukuan mengenai 
penugasan tersebut dengan pem bukuan dalam rangka 
pencapaian sasaran usaha perusahaan. 

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib 
memberikan laporan kepada KPM. 

(7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati, 
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(2) 

Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan yang telah 
diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sarnpai 
dengan habis masajabatannya. 
Periodesasi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan 
yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 
periodesasi masa jabatan dimaksud. 

( 1) 

Pasal 64 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Perusahaan 
Daerah. 
Kekayaan daerah hasil pembubaran 
dikcmbalikan kepada Daerah. 

(3) 

Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Perda. 
Fungsi Perusahaan yang dibubarkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerlntah 

( 1) 
(2) 

Pasal 63 

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran 
Perusahaan dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, 
penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan. 

Pasal 62 

BAB XIV 
PEMBUBARAN 

(7) 

(8) 

(6) 

(5) 

(4) 

Pelaksanaan kerja sama Perusahaan dengan pihak lain 
merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan 
mckanisme internal perusahaan. 
Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap 
yang dimiliki Perusahaan, kerja sama dimaksud dilalrukan 
melalui kerja sama operasi. 
Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan 
ekuitas berlaku ketentuan: 
a. clisetujui oleh KPM; 
b. laporan keuangan Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir 

dalam keadaan sehat; 
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa 

tanah dari Perusahaan yang berasal dari penyertaan 
modal Daerah; dan 

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. 
Perusahaan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD 
milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung 
kerja sama daerah. 
Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada 
Perusahaan untuk melaksanakan kerja sama. 
Kerja sama Pcrusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) 
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00501 1 006 

ANANG ARMUNANTO 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 2 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINS! JAWA 
TENGAH : (2-109 /2024) S · ai dengan aslinya 

~~J.:J'v1~~1AN HUKUM 
/,t,ri',rnf"',. : N GROBOGAN 

CapTID 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN, 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 4 Juni 2024 

SRI SUMARNI 

CapTID 

BUPATI GROBOGAN, 

Ditctapkan di Purwodadi 
pada tanggal 3 Juni 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 66 

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan 

Nornor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa 
Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan nomor 23); 

b. Peraturan Daerah Tingkat TI Grobogan Nomor 2 Tahun 
1993 tentang Kedudukan Hukum, Gaji, clan Pensiun 
Sadan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan 
Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat TI 
Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 
5 Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Nomor 287); dan 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 
Tahun 20 l 7 ten tang Perusahaan U mum Daerah Purwa 
Aksara (Lembaran Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 
2017 Nomor 21 Tarnbahan Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 2), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal65 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

- 23 - 

   
  

  

    



Pasal 1 
Cukup jeJas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap layanan dan 
unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang 
dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak. ke pihak lain 

II. PASAL DEMI PASAL 

I. UMUM 
Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global 

dengan berbagai kendala yang komplek, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Grobogan dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Salah satu upaya untuk dapat mendukung roda 
perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 ten tang Perusahaan Daerah Purwa 
Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 1993 tentang Kedudukan Hukum, Gaji dan Pensiun Badan 
Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Purwa Aksara 
Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, dan Peraturan Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perusahaan Umum Daerah Purwa 
Aksara, 

Peningkatan kinerja, dan persaingan global telah mernpengaruhi 
keberadaan Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat 
II Grobogan. Selain itu, perubahan hukum yang relatif berkembang dengan 
cepat mengakibatkan perlu adanya suatu perubahan dalam Peraturan 
Daerah yang terkait dengan Perusahaan Daerah. Sesuai dengan Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, bahwa 
Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Urnum Daerah dan 
Perusahaan Perseroan Daerah. 

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perusahaan Daerah Purwa 
Aksara, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang baru maka 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa 
Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, Peraturan Daerah Nomor 
2 Tahun 1993 tentang Kedudukan Hukum, Gaji dan Pensiun Badan 
Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Purwa Aksara 
Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan dan Peraturan Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umurn Daerah Purwa 
Aksara, cticabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA 
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Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat {3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "participating interest" adalah besaran 
maksirnal sepuluh persen participating interest pada Kon trak 
Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kotraktor kepada Badan 
Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau 
Pelaku U saha. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "perdagangan" adalah tatanan 
kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau 
Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara 
dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa 
untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "industri" adalah seluruh bentuk 
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau 
memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan 
barang yang mempunyai nilai tambah atau rnanfaat lebih 
tinggi, tennasukjasa industri. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "hulu minyak dan hilir gas bumi" 
adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada 
kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi serta kegiatan 
usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "bidang usaha lainnya" adalah 
bidang usaha selain jasa, perdagangan, industri, dan hulu 
minyak dan hilir gas bumi. 
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Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup je1as. 

Pasal 16 
Culrup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Culrup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah kegiatan atau 
rangkaian kcgiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 
setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
peJayanan pu blik. 

Ayal (3) 
Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai derajat 
ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke 
samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan" 
adalah daJam garis lurus derajat-derajat antara dua orang 
dihitung menurut banyaknya kelahiran; dengan demikian, dalam 
garis ke bawah, seorang anak, dalam pertalian dengan bapaknya 
ada daJam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat 
kedua, dan dcmikian lah seterusnya; sebaliknya dalam garis ke 
atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan 
anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan 
demik:ianlah seterusnya. 
Dalam garis ke sarnping, derajat-derajat dihitung dengan 
banyalmya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang 
satu dan bapak asal yang sama clan terdekat dan selanjutnya 
antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan 
demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, 
paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu 
ada dalam derajat keempat, dan dernikian seterusnya. 
Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan 
karena perkawinan, yaitu pcrtalian antara salah seorang dari 
suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Antara 
keluarga sedarah pihak suami dan keluarga sedarah pihak isteri 
dan sebal:iknya tidak ada kekeluargaan semenda. 

- 26 - 



Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup je1as. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jclas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 
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engan aslinya 
MHUKUM 

N GROBOGAN 

SRI SUMARNI 

CapTTD 

BUPATI GROBOGAN, 

LOGO DAN STEMPEL 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA 

LAMPI RAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR 2 TAHUN 2024 
TENTANG 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA 
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